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Perencanaan &
Penganggaran APBD

U Mark up anggaran

U Alokasi pokir yang tidak sah

U Keterlambatan pengesahan
APBD

U Refocussing dan realokasi
anggaran yang terlambat

TITIK RAWAN KORUPSI DI DAERAH

02

Pengadaan Barang dan Jasa

/ \ KD Perizinan yang tidak transparan dan\/

QPBJ vyang tidak transparan dan akuntabel gﬁgﬁgg{‘eﬁe‘sgum;;?:@;zng -
pelntabel . U Pelayanan yang tidak memadai/ memadai

U Adanya kepentingan tertentu dalam representative 0 Peran APIP belum optimal dalam
Dt canaan o 1 Pendelegasian kewenangan melakukan pendampingan kepada

U Persekongkolan pelelangan perizinan belum sepenuhnya Y ping p

\ Perangkat Daerah

08

Tata Kelola Keuangan
Desa

dilaksanakan

u J

07

Manajemen Aset Daerah

U Standar pengelolaan ASN belum (

diimplementasikan (ANJAB ABK,
kompetensi)

U Belum ada mekanisme penilaian
kinerja dan pemberian reward &
punishment

U Jual beli jabatan

J O Tunggakan pajak yang tidak tertagih

Rendahnya komitmen pengelolaam

U SDM Desa yang masih belum

Q Database pajak kurang optimal dan aset _
tidak up to date _ Q Tidak dilaksanakan/ optimal menTahamI[t t:]ta rl:glola bkenuangan
O Data pajak belum sesuai dengan pelaksanaan koordinasi dan Sampai pertanggungjawaba

U Tingginya potensi digunakan pihak
tertentu

U Belum dimanfaatkan sesuai dengan
tujuan alokasinya

potensi sebenarnya
Q Tidak ada inovasi peningkatan pajak

rekonsiliasi aset
0 Pengamanan aset tidak menjadi
prioritas sehingga banyak aset belum
bersertifikat bahkan bermasalah

\J
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MONITORING CENTER FOR PREVENTION

Capaian MCP Nasional

- e,
2020 64% y
® 0%-25% 25%-50% @ sox-75% @ 75%- 100%
8 PROGRES KEBERHASILAN DAERAH DALAM UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI Progres Keberhasilan Nasional
https://www.youtube.com/watch?v=HMrElgmzXZA
71.9% 62.1 % 67.4 % 63.7 % 68.6 % 47.6 % 98.0 % 99.7 %
7e|'e-nca-1aan dan Pengadaan Barang Pelayanan Terpadu APIP Manajemen ASN Optimalisasi Pajak Manajemen Aset Tata Kelola Dana
aran dan Jasa Satu Pintu Daerah Daerah Desza

Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail


https://www.youtube.com/watch?v=HMrElgmzXZA
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OPTIMALISASI PAJAK DAERAH

, Langkah

T 1

Peningkatan Pajak

Mendorong inovasi dalam rangka
peningkatan pajak daerah

Contoh Inovasi Peningkatan Pajak:

Implementasi 7ax Clearance
Update database
Penggunaan teknologi dalam upaya

peningkatan pajak daerah, misalnya:

koneksi host to host

Mendorong upaya penagihan tunggakan
pajak daerah;

Pemda bekerjasama dengan Kejaksaan
sebagai Jaksa Pengacara Negara

Realisasi Penagihan Pajak Daerah per
tahun 2020 adalah sebesar
Rp4.919.363.860.307,00



MANAJEMEN ASET DAERAH

Sertifikasi merupakan langkah awal
dalam Pengamanan aset

Tahun 2020

Dari total aset Pemda sebesar
695.069, vyang Dbersertifikat baru
219.512 bidang (31,58%)

Realisasi sertifikasi aset:

2020: 27.199 bidang; senilai

Rp24.913.900.173.572,00

Penertiban aset dilakukan untuk

menertibkan:
+ aset bermasalah (dikuasai pihak

ketiga, tidak optimal
pemanfaatannya)
* Aset daerah pemekaran
 Aset P3D

Pemda dapat bekerjasama dengan
Kejaksaan dan BPKP

Realisasi tahun 2020:

Rp3.119.636.709.731,00

Penagihan kewajiban pengembang
untuk menyerahkan Prasarana,
Sarana, dan Utilitas (PSU) kepada
Pemerintah Daerah

Realisasi tahun 2020:
Rp30.390.269.085.123,00 7 -

r
DKI Jakarta ’

Rp22.726.705.966.700,00 (75%)

g
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2013

PENERTIBAN ASET KL & BUMN (2020)

Kementerian/ Lembaga BUMN
Rp10.663.709.385.000,00 Penertiban Aset Rp10.663.709.335.00008
-  PT Pertamina
» Sekretariat Negara
« Kementerian PUPR * PT Angkasa Pura |l
« PT Krakatau Steel
| |

Kementerian PUPR PT PLN
Rp45.908.835.300.546,00 Sertifikasi Aset Rp4.013.030.068.588,00

* Target 2020 sebelum refocusing anggaran : 15.426 bidang
Dari 7.870 sertifikat yang terbit,

7.205 merupakan sertifikat

TOTAL CAPAIAN 2013 — 2020 Kementerian PUPR
36.067 BIDANG TANAH

6.900 7870 Sumber: Data DJKN

3912

4.49
3.483 3.260

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

lrarget -—e—pRealisasi



RUANG LINGKUP

Subyek

Proses
Tujuan

negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Keuangan Negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang,
termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan
negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang
yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban
tersebut

Keuangan Negara meliputi seluruh obyek sebagaimana tersebut di atas yang dimiliki negara,
dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perusahaan Negara/Daerah, dan
badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara

Keuangan Negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan obyek
sebagaimana tersebut di atas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai
dengan pertanggunggjawaban

Keuangan Negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan
pemilikan dan/atau penguasaan obyek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan negara

Semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala
sesuatu, baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik




PENGELOLAAN ASET DAERAH
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Permendagri 19 Tahun 2016 _
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Penghapusan

h. -




U Pengadaan aset
tidak sesuai
dengan
spesifikasi yang
dibutuhkan

4 Kick back
pengadaan

Pengadaan

biaya penilaian

Penilaian

Tidak ada evaluasi

aset yang
mengalami
kerusakan
sehingga
perencanaan aset
tidak sesuai

dengan kebutuhan

[

U Tidak merasa
memiliki aset
karena bukan
milik Pribadi

U Penggunaan

tidak sesuai

dengan
peruntukannya

k (alih fungsi) /

U Tidak ada biaya
pemeliharaan

U Untuk aset yang
digunakan
karena jabatan
tertentu, Pajak
tidak dibayarkan

\_ -

~

U Penilaian tidak
(EI Pemanfaatan \ sesuai dengan (
aset tidak angka riil U Penghapusan
sesuai Q Penilaian  aset aset tidak
(dimanfaatkan bekerjasama dilakukan
pihak lain) dengan  pihak sesuai  dengan
O Pejabat  yang tertentu dan ketentuan
mutasi/  purna terjadi
tugas tidak “kesepakatan”
mengembalikan kick back atas

a

U Lelang terbuka
tidak
dilaksanakan

U Proses
pemindahtanga
nan tidak sesuai
ketentuan

U Fungsi
pembinaan,
pengawasan, dan
pengendalian
tidak
dilaksanakan

aTL atas

rekomendasi tidak
dilaksanakan

Pembinaan,
Pengawasan,
Pengendalian

(a

U Tidak ada
database aset

U Database aset
tidak pernah
diperbarui

N

\_ -
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» Rapat Koordinasi
Sertifikasi & _
Penertiban Aset Upaya Penertiban Aset

/ Libatkan
Perangkat
Daerah terkait
termasuk
Lurah, Camat,
RT dan RW e
untuk bersama- Aset Belum Bersertifikat @ .....KPI(..........W @
- Sertifikasi
berkomitmen
mengamankan
K aset daerah / i
Aset Bermasalah - @ KPKW @
Penyelesaian Aset
/ O Dikuasai pihah Bermasalah
ketiga L
U Kerjasama dengan
pihak ketiga
O Aset daerah
pemekaran
O Aset P3D/
Perpindahan

Kewenangan /




VERIFIKASI VERIFIKASI
ADMINISTRASI TEKNIS

o BRI

e R ... [ Bekerjasama dg Asosiasi i jui
Pastikan seluruh regulasi yang 4 Identifikasi izin (pemberian izin ) & . Dok rencana tapak yg disetujui Q Persyaratan Teknis
diperlukan  sudah tersedia  diikuti dg Surat Pe""\\/ataanEI Seluruh  pengembang - dikirim Pemda (Perund p kin)
> surat U I1zin Mendirikan Bangunan eruncangan Fenuiie

(Perda, Perkada, SK Kada) Penyerahan PSU) O Kolaborasi dg BPN

O Koordinasi dg Lurah/ CamatD Sosialisasi kepada pengembang [ |zin Penggunaan Bangunan Q Jangka Waktu jk blm
setempat scr langsung O Surat Pelepasan Hak sosuai

U Penyusunan database PSU Q BA Verifikasi

U Inventarisasi kendala dan O Penunjukan pengelolaan O PSU yang diterima dicatat U BA Serah Terima
hambatan U Pemanfaatan aset sbg aset Pemda U Pengajuan sertifikasi an

U Pengambilan kebijakan O Sertifikat PSU an Pemda Pemda

O Evaluasi penguatan regulasi
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KENDALA & HAMBATAN

¢ R
Kurangnya komitmen/ semangat dalam pengamanan dan
penertiban aset

—
Kurangnya konsistensi dalam updating database aset J

—
03 Kurangnya pengendalian dan pengawasan aset

—

Kesengajaan dalam memanfaatkan aset negara/ daerah untuk
‘ kepentingan Pribadi/ pihak tertentu




Sinergi dan kolaborasi antar K/L/P

/
-

\
J

Penguatan kompetensi SDM dan dalabase aset
daerah

“
A

\
J

Konsistensi upaya penertiban aset
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